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Manipulasi Hukum
dan Malapraktik Pemilu

G Boesor Porbondingon Politile poco 1ESTE 1 Inioersifors  Nirlaangegor

Pemilu pada dasarnva
kompelisi dan persaing-
an antarpeserta pemilu
untuk mendapatkan
kursi (jabatan, kekuasa
an). Berbagai bentuk dan
metode kampanve digu
nakan untuk mendapat
kan suara pemilih.

ersaingan bisa dipastikan berlang-
P e e e s

ka yvarg menghendaki jabatan itu
jauh lebih banvak daripada Kursi yang
dipe rebutkan, dan bagi calon, soal kursi
bukan sekadar sarana, melainkan tu-
Juaa.

Agar kompetisi berlangsang  bebas
clzin adil serta tanpa kekerasan dan banpa
prektik jual-beli suara. pemilu sebagai
persaingan  dilembagakan, baik prosc
dur. tata cara. maupun tujuan yvang hen-
dak dicapai. Pemilu dilembagakan, ber-
arti diatur  dalam  peraturan  perun-
dang-undan gan.

Setidaknya. sembilan unsur harus ada
agar pemilu bisa tersclengeara: daftar
pemilih, peserta pemilu (dan para ca-
lonnya), sistem pemilu, proses tahapan
pemilu, penyelenggara pemilu, logistik
pemilu. pemantauan dan pengawasan
pemilu, hukum pemilu. dan penegak
hukum.

alah satu insur terpenting dari sem-

bilan ansur itu adalah sistem pemila

sebagu serangkaian proscdur dan tata

pemilu  tidak hanya

suara pemilih menjadi kur-

si. tetapl juga sebagai instrumen de-
mokratisasi sistem politik demokrasi.

Prosedur dan tata cara itu dirumus-
kan dalam peraturan perundang-un-
dangan tentang pemilu Chukum pemilu).
Hukum pemilu tidak hanyva demokratis,
tetapi juga menjamin kepastian hukam.

Apawyang akan terjadi jika serangkaian
proscdur dan tata cora itu tak menjamin
kepastian hukum (tak sesuai TTU me-
lawan hukum, memanipulasi hukam)?
Apa konsekuensinya pada kualitas pe-
milu dan kepercayaan publik pada hasil
pemilu dan apa konsekuensinya pada
pgncnpq.mn sistem politik demok rasi?
urang kurangnya telah terjodi ma
nipulasi hukum pada tiga tahapan Pemi
lu 2024, Pertama, pelaksanaan tahapan
pendaftaran, penelitian, dan penctapan
peserta pemilu tak sepenuhnyva berda-
sarkan UU No 7/2017 tentang Pemilu.

Pemenuhan persyaratan sejumlah
partai dibantu KPU schingga dikatego
rikon scbagai memenuhi rat (MS).
Segjumlah partai lain varl;., tidak me-
menuhi syarat (TMS) sebagai partai po-
litik peserta pemilu (P4) diubah menjadi
MS atas instruksi KPT

Tahap penentuan P4 dilaksanakan
tidak berdasarkan regulasi, tetapi ber-
sarkan “kebijaksanaan®™ dan instruksi
a KPU
provinsi dan KPU kabupaten/kota.

Laporan Hadar Gumay dari Koalisi
Masyarakat Sipil (KMS) ke Komisi IT
DPR dan putusan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (DKFPP) tentang
kaszus manipulasi  pemenuhan syarmat
menjadi ™ di Kabupaten Talaut dan
mformasi dari sejumlah daerah men-
umjukkan adanya manipulasi hukum |tu

Kedua, pelaksanaan tahapan alo
kursi dan pembentukan dacraly peri-
lihan (dapil), khususnya untuk pemilu
an ggota legislatif (pileg). tak sesuai Pasal
185 dan Pasal 187 Ayat (3) UU Pemilu.

Amar putusan MK mengabulkan se-
bagian permohonan Perludem, yaitu
membatalkan Lampiran 111 dan Lam-
piran TV TTTT No 7272017 sehingea tak lagi
punya kekuatan hukum tetap serta
mengembalikan kewenangan menetap-
kan alokasi kursi dan pembentukan da
pil anggota DPR dan DPRD ke pada
KPU.

Dalam Rapal Dengar Pendapat KPU.
Bawaslu, dan DKPFP dengan Komisi 11
DPRdan Kemendagri pimpinan Komisi
IT menyvampaikan kesepakatan babhwa
KPU tetap mempertahankan isi Lam-
piran III dan Lampiran IV UU No 772017
tentang Memilu dalam peraturan KIPUL

\iwggeotcr Avackemi Hivar Pengetolucnn fonckonesic

Apa yang disebut sebagai kesepakatan
ini merupakan penyvimpangan. Pertama,
melibatkan Bawaslu dan DKPP dalam
membuat kesepakatan yang di luar yu-
risdiksinya. Kedua, bertentangan de-
ngan putusan MK yvang menilai langkah
DPR dan pemerintah mewajibkan KPU
melakukan kesepakatan "tak konstitu-
sional”™. Ketiga, KPU seharusnya mem-
bahas dan membuat keputusan di ruang
rapat KPU, bukan di ruang sidang DPR.
Karena itu, kesepakatan itu tak lebih
sebagal “instruksi” yang bertentangan
dengan Pasal 7 Ayat (3) UU Pemilw

KPU kemudian merev alokasi kursi
dan pembentukan dapil anggota DPRD
provinsi seperti ditetapkan di Lampiran
TV 1717 Pemilu. T.ampiran TV ini tidak
hanya mengubah format hukum lam-
piran UU menjadi Peraturan KPU. tetapi
Jjuga merevisi substansi alokasi kursi dan
pembentukan dapil. Isi Lampiran ITI
Juga hanya dipindahkan ke dalam Per-
aturan KDI'U. Artinya, KU hanya me-
laksanakan sebagian amar putusan M

Tindakan tak merevis substansi
Lampiran IIT ini pembangkangan ter
hadap amar putusan MK dan UL Pe-
milu. Lampiran ITT yang dibuat DPR dan
Presiden hertentangan dengan Pasal 185
dan Pasal 187 Awat (2) LT1T Pemilu,

Lampiran III ini juga merupakan pe-
nyimpangan ganda (dowuble crimes).

Hal ini karena alokasi kursi DPR ke
setiap provinsi tak adil (nalapportion-
ment). Ini pelanggaran Pasal 185, Pem-
bentukan dua dapil anggota DPR (gerry-
mandering). vaitu Jabar 3 (Kota Bogor
digabung  dengan Kabupaten Cianjur
“melompati” sebagian wilayah Kabupa-
ten Bogor) dan Kalsel 1 (antara lain
menggabungkan Kota Banjarmasin de-
ngan Kota Banjar Baru “melompati” se-
bagian wilayoh Kabupaten Banjar), ber
tentangan dengan Pasal 187 Ayat (3).
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MK membatalkan Lampiran TTT ka-
rena bertentangan dengan prinsip ke-
adilan, Karena kewenangan melaksana-
ey sdokast kuest dany pemiben bukean dapl
sudah dikembalikan ke KPU menjadi
kewajibon KPU memperbaiki kesalahan
pembuat UTT ini. Karena tak melak
sanakan tugasnyva ini. KPU membiarkan
npangan ganda dan membiar

perbaiki. sementara Lampiran I tidak?
Alasannva karena menvangkut kepen-
i adi anggota DPIR.

itu, peluksanaan tahap  pen-
calonan pileg juga tak sepenuhnya
berdasarkan UU No 772017 khususnyva
ketentuan yang mewajibkan se n P4
mengajukan  paling sedikit 30 persen
perempuan  di setiap  dapil  anggota
DPHs Dl’llll Dadam Pl:‘lel.ll(\.ll tentang
| ahd) penullun‘m Kpru

||:|I.];|h Kursi yang Lﬂi‘luk;‘mi.k.ul
kepada setiap dapil) dalam bentuk pe-
cahan kurang dari 050, pecahan  itu
dibulatkan ke bawah,

EMS  kemudian mendesak  KPU
mengubah peraturan ini karena ber-
tentangan dengan ketenluan Pasal 245

UU No 2017 yang mengalur keter-
wakilan perempuan paling sedikit 30

persen, Karena tak direspons KPU, KMS
mengajukan permobonan ke Mahkamah
Acrang (NMAY untuk membalalkonr per-
aturan KPU, khususnya ketentuan untuk
membulatkan pecahan ke bawah

Fermohonan  diterima  MA  dengan
memerintahkan KPU mengubah keten-
Luzun 1 dibatalkan, Namun, EPU tak
melaksanakan. Yang dibasalkan MA ada-
lah pasal di peraturan KPU sehingga
tespons yiany Denar secara hukun se-
harusnya sdalah mengubah perataran
EPUL.

Dari daftar calon tetap pileg yang
divmumkan. hanya satu parpal yang
melaksanakan ketentuar FPasal 245 i
semua dapil dan pencalonan di 30 per-
sen dapil anggota DPR/DPRD tak sesuai
dengan kelento: al 245 Pelang-
aran ini mer salahan yang
disenga a oleln KU dan KPU ak me-
miliki kehendak baik untuk mengubah
poraturan KPU seperti yang diperin
tzhkan MA. Pelangwaran  ini menjndi
Exnggung jawab KI'L, baik secara politik
maupun 1ukum.

Malapraktik pemilu

Tindakan KPU yang menetapkan par-
tai TAMS menjadi MS dalam pelaksanaan
tahapan pendaftaran, penelitian, dan pe-
netapan peserta pemilu merupakan tin-
dakan manipulasi hukum.

Tindakan manipulasi hukum dilaku-
kan dengan imbouan. instruks, bahkan
ancaman terhadap KPU kabupaten,/kota
dan KPU provinsi. Mereka yang me-
nolak perintah KPU atau melaksanakan
tugas berdasarkan regulasi dituduh tak
loyal

Tindakan KPU yang merevisi isi Lam-
piran TV, tetapi tak merevisi Lampiran
TIT atau menafsirkan ulang ketentuan
Pasal 245 UU No 72017 tidak hanya
merupakan tindakan tak tast asas dan
manipulasi hukum dengan sengaja.
tetapl juga mengabaikan kebijakan afir
matif negoarn untuk meningkatkan ke
terwakilan perempuan dalam lembaga
legislatif.

Pelaksanaan ketiga tahapan pemilu
seperti dideskripsikan di atas oleh Vi-
ckery dan Shein dari IFES disebut se-
bagai manipulasi sistematis (spstematic
rmranipoilaliont). Profesor Sarah Birch da-
lam buku Blectoral Molpractice (Oxford
UE 2011) menggolongkan ketiga tin-
dakan KFU di atas sebagal malapraktik
pemilu tipologi pertama {dari tiga ti-
pologih malapraktik pemilu) yang dise-
butnya sebagai manipulasi kele mbagaan
clektoral (mandpuiation of electoral i
stitutions).

Sejak Pemilu 2004, pemilu demo-
kratik didefinisikan sebagai: predictable
procedures but unpredictable reswdts. Te-
milu 2024 mengalami kemunduran dari
segi kepastian hukum. Pada empat pe-
milo sebelumnyn, KPUT bbsa dikatakan
tidak melakukan manipulasi hukum pe-
milu terscbut. Ketiga bentuk manipulasi
hukum pemilu oleh KPU di atas
nyebabkan wnpredicioble procedures.
Mudah-mudahan wnpredictable  proce-
dures inl tak menimbulkan predictable
resuits.

Diemikian pula lebih mudah lagi bag

Juga menunjukkan KPUT

DI, Jawa Tengah. DIY. dan Jawa Timur
untuk memperoleh satu kursi DPR da-
ripada Sumatera Ltara, Hiau, Kepulauan
Riaw Jawa Barat, dan Banten. Dengan
demikian, mamipalasi hukwen olelhh KPU
yang mengabaikan prinsip keadilan
terwakilan doan keadilan wilayah ©
dikatakan merupakan bentuk }u:l.ldnl-r
pq,du]mn KPU pada intcgras
(NKRD. NERI akan dapat dipeliham ji
noito dijamin,

kedun jenis keac

Dalam ilmu politik, institusi adalah
aturan dan ketentuan (redes). Karena itua,
man ipul institusi pemilu berarti ma
nipulasi aturan dan ketentuan pemilu.,
Profesor Dirch melukiskan manipulasi
ketentuan ini sebagai praktik vang paling
sering dilakukan di negara demokrasi
bharu karena dianggap paling mudah.

UL Pemilu dan perat an KPU perlu
melembagakan dua hal. Pertama, po-
lembagaan ketentuan yang mengatur
tata cara dan proseduor pemi
nenjaomnin kepastian huakuwn . pe
lembagaan ketidakpastian hasil pemila
sehingsa sem peserta pemilu merasa
mempunyai kesempaltan yang sama un-
tuk memenangi pemilu.

Sistem politik demokratik

Instrumen seliap unsur sistem pe-
milu dipilih tidak hanya sebagai pro-

sedur untuk mengonversi suara pemilih
menjadi kursi. tetapi juga sebagai instru-
men demokratisa sistemn politik.

Persyaratan menjadi P4 (eriimy bor-
riers) dengan sengaja dibuat kompleks
dan berat untuk mengurangi jumlah P4,
Dyitambah lagi dengan instrumen lain,
seperti besaran dapil dan ambang batas
perwakilan, wara  ini dipakai untuk
mengurangi juwnlaly partai di DPR.

Singkat kata. persyaratan kompleks
dan berat menjadi P4 itu merupakan
bagian dari upava menciptakan sistem
kepartaian multipartai sederhana. Tin-
dakan KPU menetapkan partai TMS
menjadi MS yvang menyvimpang darl re-
gulasi tidak hanyva merupakan tindakan
manipulasi hukum. tetapi juga menyve-
babkan sistem kepartaian multipartai
sederhana sulit tercapai.

Tindakan KPU yvang tidak imengulial
peraturan KPU tentang alokasi kursi dan
pembentukan dapil DPR sesuai amar
putusan MEK tersebut. tidak hanya tidak
konsisten dengan tindakan KPU yang
mengubah alokasi kursi dan pemben-
tukan dapil DPRD provinsi. Tindakan itua
sebagai tidak
mandiri. Dalam hal ini. KPU lebih men-
dengarkan kemauan anggota Komisi 1T
DPR daripada mengikuti peraturan per-
undang-undangan.

Selain sebagai bentuk inauripulasi laa-
kum, apa yang dilakukan KPU tersebit
Juga mengingkari prinsip keadilan, baik
keadilan keterwakilan (egoal represen-
fationD) maupun keadilan wilayah. Untuk
mendapatkan keterwakilan satu kuarsi
DI, lebih muadah W Aceh dan S
matera Barat daripada Sumate ra Utarza,
HRiaw dan Kepulauan Riau karena keduaa
provinsi terdahulu hanya memerlukan
kurang dari 400000 penduduk, semen-
tara biga provinsi terakhir 500,000 atau
lebih penduduk.
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